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Dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi, pelaksanaan Pemilihan Umum 

secara langsung dianggap sebagai sistem pergantian kekuasaan yang paling 

berlegitimasi. Hal tersebut dikarenakan momen Pemilu dianggap sebagai salah satu 

representasi dalam perwujudan kedaulatan rakyat dalam menggunakan hak pilihnya 

untuk menentukan nasib bangsa ke depan. Penyelenggara Pemilu merupakan bagian 

terpenting dalam suksesnya kontestasi politik di Indonesia. Di tengah pendaftaran 

pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada bulan 

Oktober tahun 2023 terdapat atmosfer politik yang menjadi kontroversial, yaitu proses 

pengujian batas minimal usia capres dan cawapres di Mahkamah Konstusi (MK). Pasal 

169 huruf q UU Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa 

syarat menjadi capres dan cawapres ialah berusia paling rendah 40 tahun. Perkara 

nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden 

pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dikabulkan oleh MK pada 

Senin 16 Oktober 2023. Putusan tersebut menyebutkan, capres-cawapres yang pernah 

terpilih melalui pemilu, baik sebagai DPR/DPD, Gubernur, atau Walikota dapat 

mencalonkan diri meskipun belum berusia 40 tahun. Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah menambahkan norma yang semestinya tidak sesuai 

dengan konsep awal Putusan Mahkamah Konstitusi, yakni menguji norma yang sudah 

ada untuk dinilai konstitusional atau inkonstitusional. Sedangkan dalam Putusan 

Mahkamah Konstitusi ini mengabulkan permohonan perkara untuk menambahkan 

norma baru yang sebelumnya tidak ada atau tidak diatur. Persoalan  konsepsi  open 
legal  policy  dalam  putusan  Mahkamah Konstitusi belum  memiliki  batasan  yang 

jelas menurut konstitusi (UUD 1945), sehingga pengertian positive legislator dan 

negative legislator sering  dikacaukan  dalam  praktik  pembentukan  dan  pengujian 

undang-undang. Mengenai pertimbangan hakim MK dalam menguji UU yang 

kemudian menghasilkan putusan yang bersifat positive legislator, MK ‘berani’ 

memutus perkara pengujian UU dengan putusan yang secara normative melampaui 

batas kewenangan sebagaimana yang ditentukan sekaligus dianggap ‘merengsek’ 

masuk ke ranah legislasi. 

 

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum Normatif, yaitu 

penelitian yang memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan data dan 

menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan 

permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian. Penelitian ini menggunakan tipe 

penelitian dengan Pendekatan Perundang-undangan (statute approach) yakni menelaah 



 

 x 

peraturan perundang- undangan dan Pendekatan Kasus (case law approach) yakni 

melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan pada 

penelitian ini. 

 

Open Legal Policy atau kebijakan hukum terbuka adalah suatu konsep dalam kerangka 

kebijakan hukum yang memberikan kewenangan kepada pembuat undang-undang 

untuk mengatur aspek-aspek yang tidak diatur secara rinci oleh konstitusi. Dalam 

konteks ini, konsep ini memberikan fleksibilitas kepada lembaga legislatif untuk 

merancang undang-undang yang tidak hanya mengikuti ketentuan konstitusi secara 

harfiah, tetapi juga memperhitungkan kebutuhan dan dinamika masyarakat yang 

mungkin tidak tertangkap dalam teks konstitusi. prinsip open legal policy tidak bersifat 

mutlak, dan dapat dinonaktifkan jika bertentangan dengan nilai-nilai moral, 

rasionalitas, atau jika mengakibatkan ketidakadilan yang tidak dapat diterima. 

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa dalam situasi tertentu, pembentuk undang-

undang tidak dapat hanya mengandalkan open legal policy sebagai dasar keputusan, 

terutama jika terdapat indikasi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip moral, 

rasionalitas, atau keadilan yang mendasar. Selain itu, ada syarat-syarat yang harus 

dipenuhi agar suatu norma hukum dapat dianggap sebagai open legal policy, seperti 

tidak menegasikan prinsip-prinsip dalam UUD 1945, memperhatikan tuntutan yang 

adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban 

umum, tidak melanggar UUD 1945, menjamin hak warga negara, logis dan dapat 

diterima secara hukum, serta memiliki kegunaan atau manfaat. 

 

Penting ditegaskan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 tidak mengizinkan MK mencampuri urusan legislatif, menjadi positive legislator 

(membentuk norma) yang bisa dilakukan MK hanyalah menjadi negative legislator 

(mencabut norma) atau membiarkan norma yang dipaksakan oleh pembuat Undang- 

Undang itu tetap berlaku, dengan menggunakan maksud asli Undang-Undang Dasar 

sebagai pedoman. Dalam menjalankan kekuasaannya untuk mempertimbangkan suatu 

Undang-Undang yang bertentangan dengan Konstitusi. Namun, didalam prakteknya 

Mahkamah Konstitusi tidak hanya bertindak sebagai negative legislator tetapi juga 

sebagai positive legislator atau pembuat/pembentuk norma/Undang-Undang. Dalam 

putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa fungsi 

utamanya sebagai positive legislator. Mahkamah Konstitusi dapat menggunakan 

pendekatan positive legislator dengan mendasarkan 2 (dua) prasyarat, pertama, perlu 

adanya kebijakan yudisial dalam memberi pemulihan hak-hak konstitusional warga 

negara yang mendesak dan tidak dapat menunggu proses politik legislasi di lembaga 

perwakilan. Kedua, apabila hakim-hakim di peradilan konstitusi memiliki keyakinan 

bahwa lembaga eksekutif dan legislatif tidak akan menaati putusan peradilan konstitusi 

dan tidak memiliki kemauan politik untuk melakukan revisi substantif terhadap 

perundang-undangan, akan tetapi pendekatan ini sebaiknya dilakukan sebagai jalan 

terakhir (the last resort).
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ABSTRAK 
 

Perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait usia minimal calon presiden dan calon wakil 

presiden pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dikabulkan oleh 

MK pada Senin 16 Oktober 2023. Putusan tersebut menyebutkan, capres-cawapres 

yang pernah terpilih melalui pemilu, baik sebagai DPR/DPD, Gubernur, atau Walikota 

dapat mencalonkan diri meskipun belum berusia 40 tahun. Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah menambahkan norma yang semestinya 

tidak sesuai dengan konsep awal Putusan Mahkamah Konstitusi, yakni menguji norma 

yang sudah ada untuk dinilai konstitusional atau inkonstitusional. Sedangkan dalam 

Putusan Mahkamah Konstitusi ini mengabulkan permohonan perkara untuk 

menambahkan norma baru yang sebelumnya tidak ada atau tidak diatur. Persoalan  

konsepsi  open legal  policy  dalam  putusan  Mahkamah Konstitusi belum  memiliki  

batasan  yang jelas menurut konstitusi (UUD 1945), sehingga pengertian positive 
legislator dan negative legislator sering  dikacaukan  dalam  praktik  pembentukan  dan  

pengujian undang-undang. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan tipe studi putusan 

pengadilan, menjadikan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan 

pendekatan kasus (case approach) sebagai landasan analisis. Data dan informasi 

diperoleh melalui studi putusan dan studi pustaka, dengan bahan hukum primer dan 

sekunder sebagai sumber utama. Dari hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh: 1) 
Mahkamah Konstitusi dianggap tidak konsisten menentukan aturan yang 

merupakan ranah open legal policy Ketika suatu norma UU masuk  ke  dalam  kategori  

kebijakan  hukum  terbuka  maka  menurut  MK  norma  tersebut berada di wilayah 

yang bernilai konstitusional atau bersesuaian dengan UUD  1945. 2) Jika didasarkan 

pada Undang-Undang dan konstitusi Mahkamah Konstitusi hanya memiliki wewenang 

sebatas sebagai negative legislator, yaitu menghapus atau membatalkan norma melalui 

judicial review atau pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. 

Namun, didalam prakteknya Mahkamah Konstitusi tidak hanya bertindak sebagai 

negative legislator tetapi juga sebagai positive legislator atau pembuat/pembentuk 

norma/Undang-Undang. 

Kata kunci (keyword): putusan mahkamah konstitusi, open legal policy, positive 
legislator 
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